
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR   3  TAHUN  2011 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 

 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

 

 

BUPATI  SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, penyaluran dana BOS untuk sekolah 

negeri dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk 

program/kegiatan dan untuk sekolah  swasta dianggarkan dalam Belanja 

daerah , Kelompok Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Hibah, sedangkan 

pada APBD Tahun Anggaran 2011 dialokasikan pada Belanja Langsung  

Dinas Pendidikan, sehingga perlu disesuaikan; 

b. Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan 

Profesi Guru PNSD di Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 akan direalisasi 

pada Tahun Anggaran 2011 sehingga APBD perlu disesuaikan ; 

c. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Angka Romawi IV, Hal-Hal Khusus butir 6  

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2010 tentang  

Pedoman   Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan 

sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum 

dianggarkan dalam APBD, dapat melaksanakan mendahului penetapan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan 

memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;  

d. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2010; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– 

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan 

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 172; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 172). 

. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011. 
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Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  20 Januari  2011 
 
    SEKRETARIS DAERAH, 
KABUPATEN SUKOHARJO 

 
                           ttd 

 
        Ign. INDRA SURYA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2011  NOMOR 4 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 255), diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran I untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 

diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran II  untuk   Satuan    Kerja  Perangkat  Daerah    Dinas 

Pendidikan dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sukoharjo diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati ini. 

3. Perubahan  Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan  Bupati ini, dan 

selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

Ditetapkan  di  Sukoharjo 

pada tanggal  20 Januari 2011 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

                ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 

           

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


